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BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR 

  PROVINSI MALUKU 

 

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR 

NOMOR  7  TAHUN  2022 

 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022  

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, 

 

Menimbang  :   a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perihal Penganggaran Penerimaan 

Pendapatan Daerah Bantuan Bencana, maka Perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 

2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuapten Seram Bagian Timur Tahun 

Anggaran 2022  dalam bentuk Peraturan Bupati untuk penambahan Anggaran Belanja Penanggulangan Bencana 

dan Penambahan Penerimaan Daerah;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan  Peraturan 

Bupati Seram Bagian Timur;  

 

 

Mengingat :       1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 40  Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram 

Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terahir dengan 
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang  Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 

1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus  Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang  Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4815);  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5272); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 6056);  

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan  Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 
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30. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang  Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran  2022; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor  14  Tahun 2010  tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Kabupaten Seram Bagian Timur,  Tahun  2005– 2025; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 

Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang  atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 

Nomor 185, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 144); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor  11 Tahun 2021  tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun  2021– 2026; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor  01  Tahun 2022  tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah  Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022; 

36. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022; 

37. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor  26 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2022 2022 

(Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 359);  
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 

TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2022. 

 

 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya  disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintah daerah  yang  dibahas  dan disetujui  bersarna oleh  Pemerintah  Daerah dan Dewan 

Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD)  dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan 

bersih. 

3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai  kekayaan 

bersih. 

4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran 

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-

tahun  anggaran berikutnya. 

5. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur. 

6. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur. 

7. Dewan Perwakilan   Rakyat Daerah   adalah   Dewan Perwakilan   Rakyat Kabupaten Seram Bagian Timur. 
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   Pasal 2 

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah,  dan pembiyaan daerah. 

 

 

 

 

    Pasal 3 

Anggaran Pendapatan   dan Belanja Daerah   tahun   anggaran  2022    s emu la  direncakan  sebesar Rp. 

944.461.604.572,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Ribu Lima 

Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), Bertambah sebesar Rp. 25.562.371.191,00 (Dua puluh lima milyar lima ratus enam puluh dua juta 

tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus Sembilan puluh satu  Rupiah) Sehingga menjadi Rp. 970.023.975.763,00 (Sembilan ratus tujuh 

puluh milyar dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) Dengan Rincian Sebagai 

berikut : 

 

1. Pendapatan Daerah  

a. Semula         Rp. 944.461.604.572,00   

b. Bertambah/(Berkurang)      Rp. - 

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan        Rp. 944.461.604.572,00  

2. Belanja  Daerah  

a. Semula         Rp. 944.461.604.572,00    

b. Bertambah/(Berkurang)      Rp. 25.562.371.191,00 

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan        Rp. 970.023.975.763,00 

3. Pembiayaan Daerah  
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a. Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula         Rp.  4.750.000.000,00 

2) Bertambah/(Berkurang)      Rp. 25.562.371.191,00 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan       Rp. 30.312.371.191,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

3) Semula         Rp. 4.750.000.000,00 

4) Bertambah/(Berkurang)      Rp. 0  

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan       Rp. 4.750.000.000,00 

 

    

 

   Pasal 4 

Uraian lebih   lanjut  APBD  sebagaimana dimaksud dalam pasal  2,  tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak  terpisahkan  dari   Peraturan  Daerah  Kabupaten Seram Bagian Timur   ini terdiri 

dari: 

1 Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis ,objek dan rincian objek 

pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

2 Lampiran II Penjabaran Perumahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan ; 

3 Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat, Penerima, dan Besaran Hibah; 
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4 Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat, Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; 

5

. 

Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat umum dan bersifat 

Khusus; 

 

 

Pasal  5 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 

Perubahan Pelaksaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Perudang –undangan. 

 

 

      Pasal  6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku  pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah  Kabupaten Seram 

Bagian Timur.      

Ditetapkan di Bula 
   pada tanggal  7  Maret 2022  

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, 

         

                          

                        ABDUL MUKTI KELIOBAS 
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Diundangkan di  Bula 
pada tanggal  7  Maret 2022  

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 

                  

                 

JAFAR KWAIRUMARATU 

 

BERITA  DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN  2022 NOMOR 466 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

|

SE

Bar
agama

|

PARAF KOORDINASI

KABAG —-
OPD 1

Aa serta
eat



 

11    
 

PENJELASAN 
ATAS 

 PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR 
NOMOR   7  TAHUN  2022 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022  

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  

TAHUN ANGGARAN 2022 

I. UMUM 

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal  1 

Cukup Jelas 

Pasal  2 

Cukup Jelas 

Pasal  3 

Cukup Jelas 

Pasal  4 

Cukup Jelas 

Pasal  5 

Cukup Jelas 

Pasal  6 

Cukup Jelas 
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